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SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Bab V huruf D Angka 1
huruf a angka 1) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara.

o 1.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang  Standar  Pelayanan Kesehatan  Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor
1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor
4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka
kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama yang dikelola oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang
menangani bidang Kesehatan di Puskesmas dan Jejaringnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan unit
kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat RKA SKPD Adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan
kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.



10.

11

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah

Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dengan tugas mengendalikan
secara teknis dan administratif terhadap pelaksanaan kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Januari 2014 sampai
dengan April 2014 pada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
yang belum menerapkan PPK BLUD.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan memberikan informasi besaran dana kapitasi
bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014 pada tiap — tiap FKTP;
Berdasarkan besaran dana kapitasi bulan Januari 2014 sampai dengan
April 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala FKTP
menyampaikan Usulan Penggunaan Dana Kapitasi dimaksud kepada
Kepala Dinas Kesehatan;

Berdasarkan Usulan Penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran
membuat dan mengusulkan dalam bentuk Program dan Kegiatan pada
RKA dan DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 4

Dana kapitasi FKTP diterima oleh PPTK dari Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan. Setelah Dana Kapitasi diterima oleh PPTK, Dana
Kapitasi akan disalurkan ke FKTP untuk Dukungan Biaya Operasional
Pelayanan Kesehatan di FKTP.

Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP akan dibelanjakan oleh FKTP
sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 5

Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan materiil atas
pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.

Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 6

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Januari 2014 sampai

dengan April 2014 pada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara yang belum menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2, dimanfaatkan untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan

Kesehatan terdiri dari :

a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan

mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai di FKTP memperhatikan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif lainnya.

Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan
seperti biaya makan-minum, Jasa profesi, Narasumber, foto copy
bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan dinas;

b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Dana
yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang
harian;

c. operasional untuk kendaraan puskesmas keliling;

Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar
Minyak (BBM), penggantian Oli, suku cadang kendaraan pusling;

d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau

e. administrasi keuangan dan sistem informasi.

Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan,
uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak
dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya
operasional sistem informasi.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Hal — hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut
dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkan di Argamakmur
Pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Argamakmur
Pada tanggal 28 Desember 2015

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010
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